PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau
paling lama 3 {tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA), pemberian perpanjangan IMTA yang lokasi
kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 {satu) provinsi
dilakukan pemungutan retribusi oleh Pemerintah
Provinsi setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);




3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049),

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
I'1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2333);




13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5358);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2533);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor § Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 42} sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 74);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 46);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 48);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
106);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

117);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahumn 2014
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 166)

;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor
14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 106), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan

(6)

Kesehatan diukur dari pelayanan jasa sarana, jasa

pelayanan non medik dan pelayanan medik,
pemakaian bahan dan prasarana.

Prinsip  tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
didasarkan pada pola tarif rumah sakit Pemerintah
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan

aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas
pelayanan.

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan tercantum dalam Lampiran 1, yvang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan yvang

menggunakan sistem kapitasi diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur dan besaran tarif Pelayanan Kesehatan bagi
keluarga tidak mampu dan Peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial menggunakan sistem

pembayaran yang ditetapkan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, Retribusi Pelayanan

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan.

2. Setelah huruf b Pasal 21, ditambah 1 (satu) huruf yakni
huruf ¢ sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Trayek;
b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan




c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing {(IMTA).

- Ketentuan Pasal 25 ayat (8) diubah schingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha
Perikanan untuk keramba jaring apung, diukur
berdasarkan jumlah petak per unit keramba jaring
apung.

(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha
Penangkapan Ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran
dan jumlah kapal penangkap ikan yang digunakan.

(3} Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha
Pengangkut ikan, diukur berdasarkan jenis, ukuran

kapal pengangkut ikan serta alat tangkap yang
digunakan.

(4) Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk
keramba jaring apung, ditetapkan berdasarkan
rumusan tarif per petak jaring apung,

(5) Besarnya tarif Retribusi [zin Usaha Penangkapan Tkan
ditetapkan berdasarkan rumusan Jenis dan ukuran
kapal (Gross Tonage/GT) penangkap ikan serta alat
tangkap yang digunakan.

(6) Besarnya tarif Retribusi Izin Kapal Pengangkut lkan,
ditetapkan berdasarkan rumusan jenis dan ukuran
kapal (Gross Tonage/GT) pengangkut ikan serta alat
tangkap yang digunakan.

(7) Prinsip tarif Retribusi Usaha Perikanan didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin, meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak
negatif dari pemberian izin.

(8) Pembayaran  Retribusi Izin Usaha  Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
ditetapkan sebagai berikut :

a. lzin Usaha Keramba Jaring Apung dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sekali;

b. Izin Usaha Penangkapan lkan dilakukan untuk
setiap 2 (dua) tahun sekali;

¢. Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan dilakukan
untuk 2 {(dua) tahun sekali.

(9) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, (5)
dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran X, yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.




